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PERATURAN WALIKOTA SERANG |
NOMOR 26 TAHUN 2010 |\
o

TENTANG ' ’

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA !

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2010 tentzmb
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunl
Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan W]al ikota
Serang tentang Penjabaran Anggaran Pendapat§nLicia11
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2011. a
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Mengingat 1 Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentanlé| Pa]ak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1985 Nomotr 68, Tambahan Lﬁmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3569); X

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang . Pajegk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negala quﬂllghk

Indonesia Tahun 1997 No006Dor 41, Tambahan Lemli\alan L e

Negala Republik Indonesia Nomor 3685) sebagL.:m napa-

telah diubah dengan Undang-Undang Nomoi. 34! Talmn 'L: S

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 246 Tambahan Lembaran Negala| , pul?hk
Indorniesia Nomor 4048); Hp

3. Undang-Undang Nomor 21 1Tahun 1997 tenhng. B%a
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lepraxan
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomgn 144
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 11}101‘11@1»
3688); B G

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas «dari;
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran - egala
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)_1 {‘ i
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5. Undang-Undang ................ IR SN
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

-Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2005 Tentang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indohesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4748);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14, Peraturan ......ccooovveiineinicenennn,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4575);

.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4576);

_Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25, Peraturan.......cooeeveeeennen.
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Menetapkan :

22,

28.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomror
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008
Nomor 6);

. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran
Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun
2010 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA SERANG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 28.798.104.600,-

b. Dana Perimbangan Rp. 456.759.268.467,-

¢. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 78.091.285.139,-
Jumlah Pendapatan Rp. 563.648.658.206,-

2 Belanja..........coooienn.



2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 317.307.743.499,-
2) Belanja Bunga Rp. -
3) Belanja Subsidi Rp. -
4) Belanja Hibah Rp. 3.392.000.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.  4.166.413.041,-
6) Belanja Bagi Hasil Rp.
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.  9.883.086.899,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp.  1.244.490.000,-

Rp. 335.993.733.439,-
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 26.858.817.750 ,-
2} Belanja Barang dan Jasa Rp. 101.578.827.835,-
3) Belanja Modal Rp. 128.917.279.182,-
Rp. 257.354.924.767 -
Jumlah Belanja Rp. 593.348.658.206,-
Surplus/(Defisit) Rp. ( 29.700.000.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 29.700.000.000,-
b. Pengeluaran Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 29.700.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal B.vvvevvevvreeeennnnns



Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratulra!n
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang. |

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Desember bo10

/WALII'<0TA SERANG,
f#ﬂ BUNYAMIN ‘
0y

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

v

S UL HI

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010
NOMOR26



